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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Daam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.””*Pasal tersebut
menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penjelasan tersebut sebagaimana
dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya:
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untuk
kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Ram/30: 21)
Ayat ini menyatakan bahwa Allah Swt mengisyaratkan tentang segala ni’mat-
Nya, salah satunya adalah hubungan yang hala antara seorang laki-laki dan

perempuan yaitu perkawinan, yang menyebabkan terciptanya saling mengasihi

! Depertemen agama R |, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Depag, 2001), h.131.
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dan menyayangi, dan perempuan itu diciptakan bukan hanya untuk pelampiasan
syahwat, tapi untuk memberikan ketenangan kepada suami-suami mereka.?

Selain merupakan sunnatullah, perkawinan dalam Islam juga merupakan
Sunnah Rasul, dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Rasulullah

bersabda:
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“Telah menceritakan kepada kami Said bin Abi Maryam, telah
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah mengabarkan
kepada kami Humaid bin Abi Humaid at-Thawil bahwa dia mendengar
Anas bin Malik semoga Allah meridhainya berkata: datang tiga orang ke
rumah para istri Nabi Saw, mereka bertanya tentang ibadah Nabi Saw,
ketika sudah dikabarkan (tentang ibadah Nabi) seketika mereka merasa
minder dengan diri mereka sendiri yang menyebabkan mereka berkata: di
mana posis kita jika di badingkan dengan Nabi Saw yang sudah jelas
diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. lalu berkatalah salah
seorang di antara mereka: adapun aku maka akan shalat malam
sepanjang malam selamanya (tanpa tidur malam), berkata yang lain: aku
sendiri akan puasa setiap hari sepanjang tahun, dan berkata yang
terakhir: aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.
kemudian datanglah Nabi Saw kepada mereka lalu berkata: kalian kah
yang telah mengatakan begini dan begitu? demi Allah di antara kalian
akulah yang lebih takut dan tagwa kepada Allah, tapi aku sendiri juga
berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan juga aku menikahi wanita,
siapa tidak suka sunnahku, maka ia bukanlah kelompokku”(H.R. Bukhari)

2 Muhammad Qodry Basya, Al-Ahkadm As-Syar’iyyah Fi Al-Ahwal As-Syakhshiyyah, (Mesir:
Dér Al-Salam, 2009), h. 25.

% Abi Abdillah Muhammad bin Isma’fl al Bukhari, Shahth Al-Bukharf, (t.tt : Dar Al-Fikr,
1494), h. 142.



Perkawinan adalah momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup
manusia. Perkawinan secara otomatis akan merubah status keduanya dalam
masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan
tanggung jawab masing masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu
yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan
melaksanakannya* Kemudian sesuai dengan prinsipnya, perkawinan itu untuk
selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia, tetapi Islam
membolehkan talak apabila dalam rumah tangga tidak mungkin lagi untuk

dipertahankan, tetapi hukumnya makruh,itulah sebabnya Nabi Saw mengingatkan:
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“telah meriwayatkan Katsir bin Ubaid al-Himshy ia berkata,
meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Khalid, dari ‘Ubaidillah bin
Walid al-Wasshéfi, dari Muhérib bin Ditsar, dari Abdillah bin Umar ia
berkata, Rasulullah Saw bersabda: ’perkara halal yang paling tidak
disukai Allah adalah perceraian”. (H.R. Ibnu Mg ah)

Menurut Hasan Saleh: Walaupun perceraian itu pada prinsipnya tidak
dikehendaki bahkan dibenci, namun dalam kehidupan rumah tangga hal itu
merupakan jalan keluar yang terakhir. Talak dibolehkan karena dinamika
kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang menjurus ke arah yang
bertentangan dengan tujuan rumah tangga sakinah. Ini kalau dipaksakan
juga, niscaya akan mengakibatkan mudarat yang banyak pada rumah
tangga daripada manfaatnya. Disinilah tujuan perceraian dalam Islam,
hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.®

4 Amir Nuruddin dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Sudi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU NO 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004),
h. 39.

® Muhammad bin Y azid, Sunan Ibnu M&jah, (Lebanon: Dar al Kutub, 1415 H), h. 633.

® Hasan sdleh, Kajian Figih Nabawi & Figih Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008), h. 320.



Ibnu Sina mengungkapkan dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip Sayyid
Sabiq bahwa pintu perceraian tetap terbuka dan tidak boleh ditutup, karena
menutup rapat pintu perceraian dapat mengakibatkan mudharat. Di antaranya
adalah, ada sebagian sifat suami atau istri yang tidak lagi bisa memberi kasih
sayang, jika mereka dipaksa tetap hidup bersama, justru kondis mereka akan
semakin bertambah buruk, yang menyebabkan kehidupan mereka akan menjadi
tidak terarah.”

Kemudian hal-hal yang menjadi sebabnya putusnya suatu ikatan
perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak
terikat dalam perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
38 jo. Pasa 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu
karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Ketiga macam
sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang
merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan
ada pula yang di luar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai sebab
atas keputusan Pengadilan.®

berkaitan putusnya perkawinan di sebabkan perceraian, dilihat dari segi
jenisnya ada beberapa jenis, bisa talak raj’i atau talak bain. Taak raj’i adalah

suami yang mentalak istrinya setelah sudah pernah terjadi dukhdl, baik talak satu

’ Sayyid Sabig, Abdurrahim dan Masrukhin (terj), Fikih Sunnah 4 cet 1, (Jakarta : Cakrawala
Publishing, 2009), h. 6.

8 Achmad Kuzari, Nikah sebagai perikatan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), h.
117.



atau dua dengan tanpa iwad.® Seorang istri yang ditalak raj’i statusnya masih
sebagai istri selama dia masih berada dalam masa ‘iddah (masa tunggu) dan
suaminya berhak untuk merujuknya kapan sgja ia mau selama istri masih berada
dalam masa ‘iddah. Ini sesuai dengan Pasal 118 KHI ““ Talak Raj’i adalah talak
kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa ‘iddah”
dan berdasarkan pendapat Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz di dalam kitabnya

Fathu Al-mu’in;
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“boleh merujuk wanita yang di talak satu atau dua . . . dengan tanpa
‘iwadh, yang terjadi setelah sudah pernah dukhdl, tentunya masih pada masa
‘iddah”

Kemudian seorang suami tidak boleh mengambil mahar yang telah
diberikannya untuk isteri. Para ahli figih sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan

suami kepada isteri, apabila telah terjadi dukhdl, dan suami tidak boleh

menguranginya sedikitpun. Firman Allah Swi:
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“Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain
sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta
yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali sedikitpun dari
harta tersebut. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan
tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”. (Q.S. An-
Nis&/4: 20)
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® Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab An-Nikah, (Banjarmasin : Comdes K alimantan, 2005),
h. 44.

10 Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz, Fathu Al-Mu’in Bisyarhi Qurrat Al-Ain Bimuhimmat
Ad-din, (Lebanon: Dar Al Kutub Al IImiah, 1998), h. 87.



“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-
Nisa/4: 21)*

Jika melihat zhahir ayat, maka yang diwajibkan membayar mahar penuh
adalah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya (pernah dukhl). *2

Adapun talak bain terbagi dua bain shugréa dan bain kubra, fugaha
sependapat bahwa perceraian masuk kategori talak bain jika terjadi karena belum
pernah dukhdl, karena adanya bilangan talak tertentu, atau karena adanya
penerimaan iwad (tebusan) pada khulu’.*®* Jika suami yang mentalak istrinya
sebelum terjadi hubungan suami istri (gobla al-dukhdl) menimbulkan akibat
hukum yang berbeda dengan talak raj’i, dimana dalam masalah ini istri tidak ada
masa ‘iddahnya otomatis tidak boleh rujuk berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) KHI
“talak ba’in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah
baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah™ dan Ayat (2) Poin (b)
termasuk talak bad’in shugra adalah*“talak yang terjadi gobla al dhukdl” juga
berdasarkan Firman Allah Swit:
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1y ayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-Qur’an, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: CV
Naladana, 2004), h. 105.

12 Kamal Muchtar, Asas asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: PT Bulan Bintang,
1993), h. 86.

3 Jlamet Abidin dan Aminuddin, Figih MUnakahat 11, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999),
h. 34.



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka Mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. Al-
Ahzab/33: 49)

Juga berdasarkan pendapat Ahmad bin Abdul AZiz di dalam kitabnya

Fathu Al-mu’in:
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"Tidak boleh rujuk dengan wanita yang di talak sebelum terjadi dukhdl,
karena ia tidak mempunyai masa ‘iddah otomatis tidak juga ada masa untuk
merujuknya”
Seorang istri juga berhak untuk menerima mut’ah dalam gadl jadid nya
Imam Syé&fi’i jika perceraian itu terjadi sebelum dukhdl dan iatidak mendapatkan
separu maharnya di sebabkan belum ditentukan jumlah maharnya, sebagaimana
firman Allah Swt:
sy iap T DAl R T Ll Gy S ey
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka

dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan
suatu Mut’ah (pemberian) kepada mereka . .”” (Q.S. Al-Bagarah/2: 236)™°

Tapi ia mengembalikan separuh maharnya kepada bekas suaminya jika

maharnya sudah ditentukan'®, berdasarkan firman Allah Swit:

¥ Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz, Fathu Al-Mu’in Bisyarhi Qurrat Al-Ain Bimuhimmat
Ad-din, h. 521.

> Muhammad bin Ahmad, Mugni Al-Muhtaj 11a Ma’rifah Ma’ani Alfadz Al-Minhj, (T.t.t:
Dér Al-Kutub Al-IImiyah, 1994), juz 4 h. 398.

16 sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku bagi umat Islam, (Jakarta: Ul-Press,
1986), h. 133.
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“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri),
padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari
yang telah kamu tentukan . . .”” (Q.S. Al-Bagarah/2: 237)

Daam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhdl dan jumlah
mahar telah ditetapkan, maka suami hanya wajib membayar setengah mahar yang
telah ditetapkan tersebut.*’

Adapun terkait petitum gugatan yang sudah disebutkan oleh pemohon
sudah sesuai dengan syaratnya yaitu segjalan dengan dalil gugatan, dirinci tapi
masih kabur, yakni tidak tegas dalam menyebut kata talak, ini masih terindikas
apakah talak raj’i atau talak bain shugrd, tapi pada satu segi hakim tidak boleh
melebihi materi pokok petitum perimer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak
melanggar ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR ““hakim
wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas sesuatu
yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut” Namun
hakim juga memilik hak Ex Officio nya, maka dia boleh memutuskan berdasarkan
jabatannya.

Berdasarkan teori hukum perkawinan Islam dan hukum positif yang telah
dijelaskan, penulis berkesimpulan bahwa talak yang terjadi gobla al dukhdl
menyebabkan talaknya menjadi talak bain shugra, dimana istri tidak ada masa
’iddahnya, dan tidak boleh rujuk, tapi boleh jika dengan akad nikah dan mahar

yang baru, sedangkan talak raj’i tidak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya

7 K amal Muchtar, Asas asas Hukum Islam tentang Perkawinan, h. 89.



terjadi ketidaksinambungan dengan praktik yang ada di lapangan. Hal ini terdapat
pada salah satu putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin
pada perkara permohonan cera talak yakni No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm.
mengenai perkara putusan cerai talak yang diputus secara verstek, antara seorang
suami dan seorang istri, yang dari pengakuan sepihak yakni suami dalam
persidangan, bahwa mereka belum pernah dukhdl, kemudian pada amar
putusannya para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memutuskan bahwa
antara keduanyatelah terjadi perceraian, dengan mengizinkan kepada suami untuk
menjatuhkan talak satu raj’i.

Menurut penulis putusan permohonan cerai talak oleh Magelis Hakim
Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut berbeda dengan teori munakahat dan
Peraturan Perundangan-undangan, yakni apabila perceraiannya terjadi gobla al
dukhdl maka seharusnya talaknya adalah béain shugra.

Menurut penulis putusan terhadap permohonan cerai talak No:
1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tersebut adalah putusan yang patut untuk ditelaah,
karena putusan tersebut sekilas bertentangan dengan hukum perkawinan Islam
maupun hukum positif.

Melihat kenyataan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan menulis karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: “Putusan Perceraian
Qobla Al Dukhdl Dengan Talak Raj’i (Analisis Putusan No:

1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm)”.

B. Rumusan Masalah
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Untuk lebih terarahnya penelitian ini penulis membatasi dengan beberapa
rumusan masalah, yaitu:

1. Apapertimbangan Majelis Hakim PA Banjarmasin mengenal perkara cerai
talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian qobla al dukhdl
dengan putusan talak raj’i?

2. Bagaimana analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin
pada perkara cerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian
gobla al dukhdl dengan talak raj’i berdasarkan hukum Islam dan Peraturan

Perundangan-Undangan?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan penelitian ini, sesua dengan rumusan masalah yang
disebutkan, yaitu untuk mengetahui:

1. Pertimbangan Mgelis Hakim PA Banjarmasin mengena perkara cerai
talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian qobla al dukhdl
dengan putusan talak raj’i.

2. Anadisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Banjarmasin pada perkara
ceral talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm tentang perceraian qobla al
dukhdl dengan talak raj’i berdasarkan hukum Islam dan peraturan

perundang-undangan.

D. Definisi Operasional
Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka

penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:
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1. Andisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya.'® Adapun yang di maksud analisis di sini adalah
melakukan penelaahan terhadap pertimbangan para Hakim PA
Banjarmasin dalam  memutuskan perkara cera  talak  No:
1451/Pdt.G/2013/PA .Bjm tentang perceraian qobla al dukhdl dengan talak
raj’i.

2. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai
hasil dari pemeriksaan perkara gugatan'® Adapun yang di maksud dengan
putusan dalam penelitian ini  adalah putusan perkara No:
1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm yang bersifat putusan bukan penetapan.

3. Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk
selama isteri dalam masa ‘iddah. Dan yang penulis maksud dalam
penelitian ini adalah putusan Majelis Hakim PA Banjarmasin mengenai
perkaracerai talak No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm

4. Taak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad

nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam ‘iddah.?

Adapun
talak bain shugra dalam penelitian ini adalah talak bain shugra karena

talak qobla al dukhdl.

8 Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 157.

9 Mukti Arto, prakiek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000), h. 251.

% Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 1slam,
Dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama R.l., (Bahan Penyuluhan Hukum UU No 7/89,
1/74 dan Inpres No 1/91 KHI, 2003), h. 189.
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5. Qobla al dukhdl adalah belum terjadinya hubungan layaknya suami istri.
Dalam Kamus Istilah Fikih disebutkan bahwa dukhdl itu adalah masuknya
zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam farji (kemaluan perempuan).”* Dan
yang di maksud qobla al dukhdl di sini adalah antara Pemohon dan

Termohon.

E. Signifikasi Penélitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) keilmiahan, wawasan dan pengetahuan seputar
perceraian, bagi pihak yang ingin mengetahui secara mendalam tentang
permasal ahan tersebut.

2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk
memberikan informas dan refrenss bagi pembaca skripsi nantinya,
legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan
tentang perkara munakahat khususnya masalah talak, dan bagi praktisi
hukum khususnya para hakim dalam menjalankan hukum acara dalam
sidang pengadilan Agama lebih khusus dalam perkara perceraian.

3. Khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin khususnya
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-
Syakhshiyah) dalam pembahasan perceraian qobla al dukhdl dengan talak

raj’i.

2 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tolhah dan Syafi’ah, Kamus Istilah Fikih, (Jakarta: PT Pustaka
Firdaus, 1994), h. 63.



F. Kajian Pustaka
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Setelah penulis melakukan penelaahan terhadap beberapa pendlitian,

penulis mendapatkan beberapa penelitian yang dapat menjadi penunjang dalam

penelitian skripsi ini, dari penelitian-penelitian tersebut ada terdapat persamaan

dan perbedaan, yang penulis gambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

NO | Nama peneliti | Judul Penelitian Hasil
Akibat Hukum Penelitian ini umum membahas
Perceraian Qobla Al | tentang masa ‘iddah, status anak
, Dukhdl Oleh yang lahir karena kawin hamil, dan
1. | AuliaNovera
Indah Pasz_;mgan yang terhad_ap hgrtar}ya, yang mana
Menikah karena semuaini diakbitkan perceraian
Kawin Hamil gobla dukhdl walaupun ia
mengawini wanita yang hamil
Tinjauan Hukum
Islam tentang
Mut'ah kepad ISIri- | gyt o i membahas masalah
. Qobla Dukhdl , .
Rika Nur . Mut’ah terhadap perceraian yang
2. L (Analisis Putusan o A .
Fajriani . terjadi gobla dukhdl dalam tinjauan
Pengadilan Agama
) Hukum Islam
Kudus No:
535/Pdt.G/2007/PA
Kds)
Sudi Analisis
pe”d?‘pat Imam Penelitian ini membahas tentang
Maliktentang | 1o e istri yang dicerai Qobla
3. Hikmawati membayar Mahar Dag 1St yang
S0 Dukhdl, tetapi hanya berdasarkan
bagi Istri yang pendapat Imam Malik
dicerai Qobla
Dukhl
yang menjadi pembeda antara
Putusan Perceraian skripsi penulis dan penelitian-
A penelitian sebelumnya dimana
Qobla Al Dukhdl o
penulis tidak hanya membahas
dengan Talak Raj’i -
. .. masal ah Figih munakahat secara
4, Penulis (Analisis Putusan .
No: umqm, 'tetapl tentang putusannya
1451/Pdt.G/2013/PA | tErkait diputuskannya dengan talak
Bjm) raj’i, apakah memang raj’i atau

bain shugra, dan penulisjuga
membahas masalah hukum acara
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yang berkaitan dengan perkara
perceraian di Pengadilan Agama
terkait masalah tersebut

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis,
di mana masing-masing bab akan membahas persoalaan tersendiri-sendiri, namun
dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan dari sub
bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat: latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional,signifikas
penelitian, kgjian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, beris tentang hal-ha yang berkenaan
dengan pengertian talak dan bagian-bagiannya, serta dasar hukum, rukun dan
syarat keduanya, talak yang terjadi qobla al dukhdl, hukum khalwat antara laki-
laki dan perempuan, Kompilasi Hukum Islam mengenai talak gobla al dukhdl.

Bab ketiga metodologi penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian,
bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan, dan analisis
bahan hukum, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian memuat: bagaimana penetepan
Majelis Hakim PA Banjarmasin terhadap perkara permohonan cerai talak No:
1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm, dan Analisis terhadap penetapan Mgelis Hakim PA
Banjarmasin pada perkara No: 1451/Pdt.G/2013/PA.Bjm. berdasarkan hukum
Islam dan Perundang-Undangan.

Bab kelimaberis kesimpulan dan saran dari penulis.




